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ABSTRAK

Yudi Hasnawan, 201820251001. Kewenangan Presiden Dalam Meratifikasi
Asean-China Free Trade Agreement (AC-FTA) Berdasarkan Pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Kewenangan Pemerintah dalam meratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional
seperti yang telah diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan menjadi hal yang sangat fundamental dalam mempengaruhi
ekonomi nasional. Keputusan untuk meratifikasi perjanjian perdagangan
internasional tentunya harus dengan pertimbangan yang mendalam dalam hal ini
oleh Dewan Perwakilan Rakyat khususnya dengan maraknya importasi produk-
produk impor dari negara Tiongkok. Oleh karena itu ada 2 (dua) permasalahan
yang dapat ditetapkan sebagai masalah penelitian. Pertama Apakah Pasal 84
Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 sudah dapat mengatasi permasalahan yang
timbul dari perjanjian perdagangan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA)
terhadap perekonomian secara makro dalam asas kesejahteraan ekonomi nasional?
Kedua Lembaga negara manakah yang berwenang dalam hal pengesahan
perjanjian perdangangan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) dari
perspektif teori pemisahan kekuasaan dalam bingkai sistem ketatanegaraan
indonesia?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
yuridis normatif melalui studi pustaka yang mengkaji bahan-bahan hukum primer,
sekunder dan tersier. Ada 2 (dua) simpulan yang dapat dikemukakan sebagai hasil
penelitian yakni sebagai berikut Pertama menurut Penulis atribusi kewenangan
Presiden meratifikasi perjanjian perdangangan Asean-China Free Trade
Agreement (ACFTA) mengandung konsekuensi pada perekonomian nasional
secara makro dalam asas kesejahteraan ekonomi nasional. Dibuktikan dengan
adanya kerugian perekonomian nasional dalam bentuk deindustrialisasi sehingga
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat.Keduabelum
adanya lembaga yang secara khusus merencanakan, memformulasikan dan
menguji dampak dari perjanjian perdagangan internasional.

Kata kunci :Kewenangan Presiden, meratifikasi, Perjanjian Perdagangan
Internasional, Asean-China Free Trade Agreement, ACFTA
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ABSTRACT

Yudi Hasnawan, 201820251001. The President's Authority in Ratifying the
Asean-China Free Trade Agreement (AC-FTA) Based on Article 84 of Law
Number 7 of 2014 concerning Trade

The authority of the Government in ratifying International Trade Agreements as
stipulated in Article 84 of Undang-Undang number 7 of 2014 concerning Trade is
very fundamental in influencing the national economy. The decision to ratify
international trade agreements must of course be taken into account in this regard
by the House of Representatives, especially with the rampant importation of
imported products from China. Therefore there are 2 (two) problems that can be
determined as research problems. First Is Article 84 of Undang-Undang number
7 of 2014 able to overcome problems arising from the ASEAN-China Free Trade
Agreement (ACFTA) trade agreement on the macro economy in the principle of
national economic welfare? Which two state institutions have the authority to
ratify the Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) trade agreement from the
perspective of the theory of separation of powers within the framework of the
Indonesian constitutional system?

The research method used in this study is a normative juridical research method
through a literature study that studies primary, secondary and tertiary legal
materials. There are 2 (two) conclusions that can be put forward as a result of the
research, which are as follows: First, according to the Author, the attribution of
the President's authority to ratify the Asean-China Free Trade Agreement
(ACFTA) trade agreement contains consequences on the national economy at the
macro level in the principle of national economic welfare. Evidenced by the loss
of the national economy in the form of de-industrialization so as to cause
widespread and fundamental consequences for people's lives. Secondly, there are
no institutions that specifically plan, formulate and test the impact of international
trade agreements.

Keywords: Presidential authority, ratify, International Trade Agreements, Asean-
China Free Trade Agreement, ACFTA
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